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ABSTRAK 

Salah satu kawasan hutan negara yang dikelola oleh tiga sistem (rejim) pengelolaan yang berbeda adalah di kawasan 

hutan Bunder, Gunungkidul, Yogyakarta. Ketiga rejim pengelolaan tersebut adalah hutan produksi KPH Yogyakarta, 

hutan konservasi Tahura, dan hutan pendidikan KHDTK Wanagama I. Perbedaan rejim pengelolaan tersebut diduga 

mempengaruhi pola interaksi warga desa dengan hutan secara aktual di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan interaksi aktual warga desa terhadap kawasan hutan Bunder dengan harapan mencari pola pengelolaan 

hutan bersama masyarakat yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi 

kasus interaksi warga sekitar hutan khususnya di Desa Bunder, Banaran, Ngleri, dan Gading. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rejim pengelolaan hutan berpengaruh terhadap manfaat hutan yang dapat diakses warga desa. Nilai 

interaksi aktual yang dilakukan warga desa terhadap hutan produksi KPH Yogyakarta lebih tinggi dibanding pada hutan 

pendidikan KHDTK Wanagama I. Sedangkan paling rendah pada rejim pengelolaan hutan konservasi Tahura. Dilihat 

dari sejauh mana warga desa memperoleh akses pemberdayaan, rejim hutan pendidikan KHDTK Wanagama I lebih 

tinggi dibanding rejim hutan produksi KPH Yogyakarta dan hutan konservasi Tahura. Penelitian ini memberikan 

rekomendasi perlunya mempertimbangkan hak dan akses warga desa untuk meningkatkan daya berdaya mereka terhadap 

manfaat sumber daya hutan. 

Kata kunci: hak, akses, hutan produksi, Tahura, hutan pendidikan 

 

ABSTRACT 

One of state forest areas managed by three management regimes is Bunder forest area, Gunungkidul, Yogyakarta. Three 

management regimes are the production forest of KPH Yogyakarta, the conservation forest of Tahura, and the 

educational forest of KHDTK Wanagama I. The differences of management regimes are thought to affect the actual 

interaction pattern of villagers with the forest. This research aims to compare the actual rights and access of villagers 

to Bunder forest area in three management regimes in the hope of finding more effective forest management patterns. 

This research used a qualitative approach through the case study method of the interaction villagers of Bunder, Banaran, 

Ngleri, and Gading villages with the surrounding forests. The results show that forest management regimes affects the 

way villagers can access the forests. The aggregate value of the actual rights received by the villagers to the production 

forest of KPH Yogyakarta is higher than the educational forest of KHDTK Wanagama I. The lowest is management 

regimes in conservation forest of Tahura. Based on the access mechanisms that empower villagers, the educational 

forest regime of KHDTK Wanagama I is higher than the production forest regime of KPH Yogyakarta and the 
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conservation forest regime of Tahura. This research recommends defining rights and access to increase certainty about 

the benefits of forest resources. 

Keywords: rights, access, production forest, Forest park, educational forest

 

PENDAHULUAN 

Secara konstitusional, UU No. 41/1999 tentang 

Kehutanan menyatakan penyelenggaraan kehutanan 

dilakukan dengan tujuan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan 

berkelanjutan. Pengelolaan hutan dengan 

mempertimbangkan aspek sosial, ekologi dan 

ekonomi bermanfaat bagi keberlangsungan komponen 

ekosistem hutan, baik hewan, tumbuhan, maupun 

manusia yang saling bergantung dan terhubung satu 

sama lain. Indonesia memiliki 31.957 desa yang 71,06 

% diantaranya berinteraksi dengan hutan (PPID, 2021; 

Nurjaman et al., 2021). Sebagian besar warga desa 

bergantung pada sumber daya hutan untuk 

penghidupan sehari-hari maupun untuk kebutuhan 

mendesak dalam jumlah yang cukup. Interaksi warga 

desa dengan hutan berlangsung sangat dinamis, dapat 

bersifat positif atau negatif terhadap kondisi hutan dan 

relasi sosial. Bagi warga setempat yang tinggal di desa 

penyangga hutan, hutan menyediakan nafkah hidup 

dalam bentuk sumber kayu untuk bahan bangunan, 

sumber pangan dan obat alami, sumber pakan ternak 

dan tempat penggembalaan, serta sumber cadangan 

lahan untuk bercocok tanam (Simon, 2004). 

Kawasan hutan negara termasuk dalam 

karakteristik sumber daya komunal (Common Pool 

Resources) yang dicirikan dengan kemungkinan 

terjadinya deplesi jumlah maupun kualitas sumber 

daya hutan akibat adanya kegiatan pemanfaatan yang 

tidak bertanggung jawab. Meskipun dikuasai oleh 

negara, kawasan hutan yang berakses terbuka sangat 

mudah dimanfaatkan hasil hutannya oleh pihak di luar 

negara, misalnya oleh masyarakat desa hutan, 

sehingga terdapat persaingan dalam kegiatan 

pemanfaatannya antara kepentingan negara dan 

kepentingan masyarakat desa setempat (Putri & 

Sihaloho, 2018). Bagi negara, diperlukan biaya yang 

sangat mahal untuk membatasi pihak luar untuk 

mencegah pemanfaatan yang berlebihan. Warga desa 

yang tidak memiliki hak pada sumber daya komunal 

dapat menjadi penunggang bebas (free rider) yang 

mengakibatkan pemanfaatan hutan menjadi tidak 

mudah dikendalikan. Seseorang atau kelompok 

masyarakat memiliki hak atas lahan apabila lahan 

tersebut dapat digunakan untuk pemanfaatan sumber 

daya selama waktu tertentu berdasarkan suatu aturan,  

 

 

konvensi, atau tradisi tertentu (Tjoa et al., 2018). 

Schlager & Ostrom (1992) menjelaskan sekumpulan 

hak (bundle of rights) yang membuat individu atau 

kelompok dapat melakukan klaim atau tindakan 

tertentu terhadap sumber daya komunal (common 

property resources). Sekumpulan hak tersebut 

dibedakan menjadi (1) hak akses, (2) hak pemungutan, 

(3) hak pengelolaan, (4) hak pembatasan, dan (5) hak 

pengalihan. Hak aktual adalah suatu realitas yang 

menggambarkan kewenangan melakukan klaim atau 

tindakan terhadap sumber daya tertentu meskipun 

tidak memiliki status legal bahkan bertentangan 

dengan norma hukum.  

Hak yang dimiliki seseorang atau kelompok 

tidak dapat memberikan manfaat optimal jika tidak 

dilengkapi dengan sekumpulan mekanisme terhadap 

sumber daya. Akses didefinisikan sebagai satu set alat 

kuasa (bundle of power) dan jaringan kekuasaan (webs 

of power) yang memungkinkan seseorang untuk 

memperoleh, mengontrol, dan memelihara manfaat 

sumber daya (Ribot & Peluso, 2003). Mekanisme 

akses terbentuk melalui akses berbasis hak dan akses 

berbasis relasional struktural. Febryano et al. (2015) 

menjelaskan penggunaan hutan di Indonesia saat ini 

dimanfaatkan melalui akses berbasis aturan dan 

hukum yang berlaku di kawasan hutan tersebut. 

Mekanisme akses yang memungkinkan seseorang 

atau kelompok orang untuk lebih berdaya dapat 

diperoleh melalui teknologi, modal, pasar, tenaga 

kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, negosiasi 

dan relasi sosial (Ribot & Peluso, 2003).   

Di Indonesia, Pemerintah bertugas untuk 

melakukan pengurusan kawasan hutan, menetapkan 

status dan fungsi kawasan hutan, dan menentukan 

hubungan hukum antara hutan dan warga negara. 

Salah satu kewenangan Pemerintah yang diwakili oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

adalah menentukan rejim (sistem) pengelolaan hutan 

ke dalam unit-unit manajemen hutan sesuai fungsi 

pokok hutannya yang dapat dikelola baik oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun pihak 

lain dalam bentuk pemberian ijin pengelolaan hutan 

maupun konsesi hutan. Hutan produksi adalah 

kawasan hutan yang memiliki fungsi untuk 

memproduksi hasil hutan. Hutan konservasi Tahura 

merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang 

memiliki tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang 
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dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 

budaya, pariwisata, dan rekreasi.  Rejim pengelolaan 

hutan dalam penelitian ini mencakup KPH 

Yogyakarta yang mengelola hutan produksi, Tahura 

Bunder yang mengelola hutan konservasi, dan 

KHDTK Wanagama I yang mengelola hutan produksi 

untuk tujuan pengembangan tri dharma perguruan 

tinggi yang mencakup pendidikan dan pelatihan, 

pengembangan riset dan inovasi kehutanan, dan 

pengabdian masyarakat. Rejim-rejim pengelolaan 

hutan tersebut diduga menimbulkan hubungan hukum 

yang berbeda-beda dan berakibat pada interaksi 

dengan masyarakat desa hutan.  

Penelitian ini bertujuan untuk memahami efek 

penetapan rejim pengelolaan hutan yang berbeda 

terhadap tingkat interaksi warga desa sekitar terhadap 

sumber daya hutan sebagai sumber daya komunal 

(common property resources). Perbedaan interaksi 

warga desa terhadap sumber daya hutan diidentifikasi 

menurut teori penguasaan hak (property rights) 

(Schlager & Ostrom, 1992) serta teori akses (Ribot & 

Peluso, 2003). Untuk tujuan tersebut, penelitian ini 

mengambil studi kasus di kawasan hutan Bunder yang 

merujuk pada satu kesatuan ekosistem hutan di 

perbatasan Kecamatan Playen dan Kecamatan Patuk, 

Gunungkidul. Kawasan hutan Bunder berstatus 

kawasan hutan negara yang saat ini dikelola oleh tiga 

rejim pengelolaan yang berbeda, yaitu Balai Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta yang 

mengelola hutan produksi di RPH Bunder, Balai 

Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder yang mengelola 

hutan konservasi dan stasiun flora fauna, dan KHDTK 

Wanagama I yang mengelola hutan produksi untuk 

pendidikan dan pelatihan. Analisis perbedaan hak dan 

akses yang diterima warga desa dapat digunakan 

menjadi bahan evaluasi untuk strategi pengelolaan 

hutan dan pemberdayaan warga desa sekitar hutan 

secara berkelanjutan dan berkeadilan.  

 

Tabel 1. Pengelolaan Kawasan Hutan Bunder 

No Rejim pengelolaan Fungsi hutan Tujuan pengelolaan Luas (Ha) 

1 KPH Yogyakarta Produksi Produksi hasil hutan 460,3 

2 Tahura Konservasi Pengawetan keanekaragaman tumbuhan 

dan satwa serta ekosistem 

634,1 

3 KHDTK Wanagama I Produksi Pendidikan dan pelatihan 

Penelitian dan pengembangan IPTEK 

Pengabdian masyarakat 

622,25 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Penelitian kualititatif 

menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang 

didapatkan dari aktivitas observasi (pengamatan), 

interview (wawancara), kuesioner (angket), 

dokumentasi dan gabungan keempatnya (Sugiyono, 

2013). Penelitian ini adalah penelitian studi kasus 

yang menyoroti tentang fenomena interaksi warga 

desa hutan dengan hutan yang berkembang pada 

waktu dan tempat tertentu. Studi kasus bertujuan 

untuk menyelidiki suatu proses kompleks yang tidak 

mudah dipisahkan dari konteks sosial pada masalah 

yang diteliti (Prihatsanti et al., 2018; Starman, 2013).  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 

– April 2021 dan dilakukan di Desa Bunder, Desa 

Banaran, Desa Ngleri, dan Desa Gading yang sebagian 

besar warga desanya berinteraksi secara langsung 

dengan hutan yang dikelola oleh KPH Yogyakarta, 

Tahura Bunder, maupun KHDTK Wanagama I. 

Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian yaitu desa 

yang dipilih merupakan desa penyangga kawasan 

hutan Bunder. Pengumpulan data dilakukan melalui    

teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

Kegiatan wawancara menggunakan metode semi-

structure interview dengan bantuan interview guide. 

Sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan 

kombinasi metode purposive sampling dan snowball 

sampling sehingga didapatkan 9 informan kunci dan 

12 informan pendukung. Informan pada penelitian 

kualitatif berkembang terus (snowball) hingga data 

yang dikumpulkan dianggap telah mampu menjawab 

tujuan penelitian atau tidak diperoleh informasi baru 

atau telah jenuh (saturated) (Gunawan, 2013). Kriteria 

informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu: (1) 

Pengurus kelompok tani dan warga yang berinteraksi 

dengan rejim pengelolaan KPH Yogyakarta; (2) 

Pengurus kelompok rusa, kelompok sadar wisata, dan 

warga yang berinteraksi dengan rejim pengelolaan 
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Tahura Bunder; (3) Pengurus kelompok ternak lebah, 

kelompok sadar wisata, dan warga yang berinteraksi 

dengan rejim pengelolaan KHDTK Wanagama I. 

Masing-masing kelompok diasumsikan hanya 

berinteraksi dengan Kawasan hutan yang berada 

dalam pangkuan administrasi desanya karena batasan 

jarak yang paling dekat dengan tempat tinggal. 

Analisis data dilakukan menggunakan model 

penerapan analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman, yaitu seleksi data, klasifikasi tema, dan 

verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Kriteria 

penilaian klaim hak dan akses warga desa disajikan 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kriteria penilaian klaim hak dan akses 

No Kriteria Nilai 

1 Warga desa tidak menerima manfaat 0 

2 ≤33,3 % warga desa menerima manfaat 1 

3 

 

33,4 % – 66,5 % warga desa menerima 

manfaat 

2 

 

4 ≥66,6 % warga desa menerima manfaat 3 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Klaim Hak dan Akses Warga Desa Terhadap 

Sumber Daya Hutan di KPH Yogyakarta 

KPH Yogyakarta berupaya meningkatkan 

tingkat perekonomian warga desa sekitar hutan 

melalui kegiatan kehutanan yang bersifat prosperity 

approach seperti pengakuan adanya pesanggem 

(petani hutan) dan pengembangan usaha tani 

kehutanan. KPH Yogyakarta menyadari bahwa warga 

desa penyangga hutan menggantungkan hidup 

terhadap sumber daya hutan disekitar tempat tinggal 

mereka. KPH Yogyakarta memberikan seperangkat 

izin warga desa untuk memanfaatkan lahan dalam 

kawasan hutan. Interaksi warga desa hutan dengan 

kawasan hutan di wilayah KPH Yogyakarta 

didasarkan pada persepsi warga tentang kebolehan 

dan ketidakbolehan melakukan aktifitas di KPH 

Yogyakarta. Persepsi ini kemudian memandu 

tindakan warga desa terhadap kawasan hutan KPH 

Yogyakarta. 

Menurut warga Dusun Kemuning, tidak ada 

larangan untuk memasuki kawasan hutan yang 

dikelola oleh KPH Yogyakarta. Mereka merasa 

diberikan izin untuk beraktifitas sehari-hari di dalam 

kawasan hutan tanpa adanya batasan lokasi kawasan 

hutan yang tidak boleh dimasuki. Kegiatan warga desa 

memasuki kawasan hutan didukung oleh aksesibilitas 

dalam kawasan hutan yang baik. Warga desa juga 

memandang tidak ada masalah dalam melakukan 

kegiatan pemungutan rumput untuk pakan ternak. 

Warga desa menggantungkan rumput sebagai pakan 

ternak dari dalam kawasan hutan. Mereka mengelola 

lahan hutan di wilayah kerja KPH Yogyakarta melalui 

lahan andil di dalam hutan. Lahan andil dimanfaatkan 

untuk tanaman tumpangsari berupa jagung, kacang, 

kedelai, dan ketela di sela-sela tanaman kayu putih. 

Lahan yang dimanfaatkan untuk tumpang sari juga 

memberikan manfaat untuk konservasi tanah dan air 

di dalam kawasan hutan (Kusumandari et al., 2015). 

Kepemilikan lahan merupakan modal produksi utama 

bagi pendapatan warga desa, keterbatasan warga desa 

dalam kepemilikan lahan kering untuk pertanian 

mengakibatkan mereka memanfaatkan kawasan hutan 

dengan teknik tumpang sari sebagai tambahan 

perekonomian keluarga (Syofiandi et al., 2016). 

Pemanfaatan hasil hutan non kayu diperbolehkan 

menurut PP No. 6/2007 tetapi harus dengan prosedur 

izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) 

untuk jangka waktu dan volume tertentu. Warga desa 

sekitar KPH Yogyakarta jelas tidak mempunyai ijin 

formal tersebut.  

KPH Yogyakarta tidak menentukan jenis 

tanaman tumpang sari di kawasan hutan. Namun 

demikian, terdapat larangan jenis tanaman tertentu di 

lahan andil, yaitu pisang dan nangka. Warga desa juga 

menggunakan hak untuk membatasi orang lain 

menggarap lahan pada lahan andil yang dikuasainya. 

Pencegahan warga desa untuk melarang orang lain 

menggarap di lahan andil miliknya tidak memiliki 

kekuatan hukum yang cukup karena penggarap lahan 

hanya memiliki hak pakai bukan sebagai hak milik. 

Selain membatasi orang lain untuk menggarap lahan 

andil yang dikuasai, warga desa juga biasa 

mempraktekkan pengalihan hak garap dari warga satu 

ke warga yang lainnya. Kegiatan pengalihan hak pakai 

lahan andil dilakukan melalui jual beli hak pakai, 

mewariskan hak pakai, serta mengembalikan kepada 

pemilik lahan tanpa kompensasi. 

Kegiatan pengelolaan lahan andil dilakukan 

berdasarkan perjanjian kerjasama antara pesanggem 

melalui kelompok tani hutan dengan KPH Yogyakarta 

dalam jangka waktu tertentu (BKPH, 2016). 

Kerjasama ini memberikan kepastian hukum formal 

bagi warga desa sehingga kegiatan yang dilakukan 

warga desa termasuk kedalam kegiatan legal. 

Perjanjian kerjasama ini tidak terdapat kesepakatan 

pembagian hasil panen antara pesanggem dengan 

KPH Yogyakarta sehingga hasil tanaman pertanian 

dimanfaatkan penuh untuk peningkatan kesejahteraan 

warga desa. 
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Selain klaim hak terhadap sumber daya hutan, 

warga desa juga menyatakan mendapat akses 

teknologi untuk meningkatkan manfaat yang diterima 

dari kawasan hutan. Mereka menerima teknologi dari 

Dinas Pertanian berupa mesin pemimpil jagung yang 

digunakan oleh Kelompok Tani Karya Bakti Desa 

Bunder dan Kelompok Tani Agra Desa Ngleri. 

Mereka juga menerima modal dalam bentuk bantuan 

bibit tanaman tumpang sari dan pupuk yang diberikan 

oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul. Bibit 

yang diberikan yaitu bibit jagung dan kedelai yang 

dimanfaatkan untuk ditanam di lahan andil. Pemberian 

pupuk pada tanaman tumpang sari memberikan 

dampak positif pada pohon kayu putih yang berada 

disekitarnya. Warga desa juga menerima bibit kayu 

putih dari KPH Yogyakarta dimanfaatkan untuk sulam 

tanaman kayu putih di lahan andil. Untuk 

pemberdayaan masyarakat, pengelola hutan harus 

memberikan akses modal kepada pesanggem untuk 

mengelola lahan (Maryudi, 2014). 

Akses pemasaran terhadap hasil hutan menjadi 

penting agar petani dapat menjual hasil usahanya dari 

lahan andil secara layak. Kegiatan pemasaran terdiri 

dari rangkaian produksi, distribusi, dan penentuan 

harga (Anatika et al., 2019). Hasil panen dijual warga 

secara langsung di pasar atau melalui 

distributor/pengepul. Hasil panen jagung yang telah 

dipipil dijual langsung di pasar dengan harga jual 

Rp3.500/kg – Rp4.200/kg, sedangkan hasil panen 

ketela dijual di kelompok wirausaha Mlati di Desa 

Ngleri dengan harga Rp2.500/kg. Hasil panen 

tumpang sari dimanfaatkan secara menyeluruh oleh 

warga desa tanpa kegiatan bagi hasil dengan KPH 

Yogyakarta. Menurut riset terdahulu pendapatan 

tahunan yang didapatkan pesanggem dari kegiatan 

menggarap lahan andil di hutan produksi tidak terlalu 

tinggi, yaitu sebesar Rp1.612.500/tahun (Andayani et 

al., 2020). Selain itu, akses terhadap pendapatan juga 

diperoleh melalui kesempatan kerja dan mendapat 

upah tenaga kerja di bidang pertanaman hutan, mulai 

dari kegiatan pembuatan lubang tanam, penyulaman 

tanaman kayu putih, dan pemangkasan daun kayu 

putih. Pengupahan diberikan kepada warga desa 

dalam kegiatan pemangkasan daun kayu putih sebesar 

Rp1.500/ikat. Selain itu, warga juga menggunakan 

tenaga upah untuk panen tanaman tumpang sari di 

lahan andil dengan biaya Rp50.000/hari – 

Rp70.000/hari.  

Warga desa juga menyatakan menerima akses 

pengetahuan dari Dinas Pertanian dan KPH 

Yogyakarta. Dinas Pertanian memberikan sosialisasi 

manfaat pupuk bagi tanaman tumpang sari. Sosialisasi 

kegiatan yang boleh dilakukan warga desa dan 

larangan penggunaan herbisida di lahan andil 

diberikan oleh KPH Yogyakarta. Penggunaan 

herbisida bertujuan untuk mematikan rumput hingga 

ke akarnya sehingga tidak menyulitkan petani dalam 

masa tanam selanjutnya (Saharjo et al., 2018). Hal ini 

dikhawatirkan berdampak pada terganggunya 

pertumbuhan kayu putih disekitarnya.  

Akses identitas sosial memberikan manfaat 

sumber daya yang lebih besar bagi petani yang 

memiliki akses tersebut. Identitas sosial yang 

memengaruhi perbedaan manfaat yang diterima oleh 

pesanggem adalah status sosial dalam masyarakat. 

Warga desa yang mempunyai status sosial lebih tinggi 

mendapat pembagian lahan andil yang lebih luas 

daripada warga desa yang lain sehingga berpengaruh 

terhadap nilai ekonomi yang didapatkan dari lahan 

andil yang dikelola. Selain itu, pesanggem juga 

mendapatkan lahan andil dengan lokasi yang 

berdekatan antar lahan andil satu dengan yang lainnya 

sehingga memudahkan pengelolaan lahan.  

Klaim Hak dan Akses Warga Desa di Tahura 

Bunder 

Perubahan fungsi kawasan hutan dari hutan 

produksi tetap menjadi hutan konservasi berdampak 

pada aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

oleh warga desa di dalam kawasan hutan. Warga desa 

tetap mendapatkan hak akses untuk memasuki 

kawasan hutan dari Tahura Bunder. Menurut PP No. 

28/2011 bahwa pengelola Tahura diharuskan untuk 

melibatkan warga desa sekitar hutan dalam kegiatan 

pengelolaan kawasan hutan. Keterlibatan warga desa 

dilakukan melalui kerjasama dalam pengelolaan hutan 

wisata. Warga Desa Bunder memandang bahwa 

mereka diperbolehkan untuk mengambil rumput dan 

mengambil rencek (kayu kering) untuk kayu bakar 

dari kawasan hutan Tahura. Pemungutan rumput 

kolonjono sebagai pakan ternak dilakukan untuk 

keperluan individu maupun kelompok rusa yang 

berada di penangkaran Tahura Bunder. Pengelolaan 

penangkaran rusa dilakukan oleh kelompok rusa 

beranggotakan warga desa yang sebelumnya 

tergabung dalam kelompok tani murbei. Perubahan 

fungsi kawasan hutan menyebabkan warga desa 

beralih menjadi kelompok penangkaran rusa. Perda 

DIY No. 13/2013 menyatakan kawasan Tahura 

berfungsi untuk menunjang budaya, pariwisata, dan 

rekreasi. Kegiatan pengelolaan wisata dilakukan oleh 

Kelompok Tani Hutan (KTH) Wanawisata dan KTH 

Wanatirta. KTH ini dibentuk atas inisiasi dari warga 

desa yang kehilangan lahan garapan serta penambang 
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pasir dalam kawasan hutan yang diakomodir oleh 

Tahura Bunder untuk mengelola wisata. Pembentukan 

kelompok bermanfaat untuk menumbuhkan 

kepemimpinan antar anggota kelompok dan didukung 

melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan 

(Utama et al., 2010).  

Warga Desa Bunder membatasi orang lain 

mengelola sumber daya di hutan konservasi. 

Pembatasan yang dilakukan oleh warga desa berupa 

melarang orang lain untuk mengelola penangkaran 

rusa dan mengelola wisata diluar dari kelompok. 

Pembatasan pengelolaan sumber daya dilakukan 

untuk meminimalisir konflik yang terjadi dalam 

pemanfaatan suatu objek yang dikelola (Nilasari et al., 

2017). Setelah perubahan fungsi kawasan hutan, 

warga desa melakukan pengalihan hak pakai lahan 

andil karena pihak Tahura Bunder tidak memberikan 

izin pengelolaan dibawah tegakan kepada warga desa. 

Pengalihan lahan andil ini tidak mendapatkan 

kompensasi dari Tahura Bunder karena lahan andil 

yang digarap pesanggem berada didalam kawasan 

hutan negara. 

Tahura Bunder sebagai pengelola hutan 

konservasi memberikan akses teknologi kepada warga 

desa melalui peningkatan fasilitas wisata terdiri dari 

flying fox, ayunan kayu, dan sepeda gantung yang 

diterima KTH Wanawisata. Fasilitas ini dimanfaatkan 

pada kawasan Tahura Bunder Resort 2 khususnya 

petak 19 yang diperuntukkan sebagai kawasan 

camping ground. Peningkatan kuantitas dan kualitas 

produk wisata merupakan strategi pengelola untuk 

pengembangan wisata yang dikelola (Setyawan & 

Satria, 2017). Operasional pengelolaan sumber daya 

yang dilakukan oleh warga desa didukung melalui 

modal yang diberikan oleh Tahura dan Pemerintah 

Provinsi DIY. Tahura memberikan modal kepada 

kelompok rusa untuk membangun pagar penangkaran 

rusa. Pemerintah Provinsi DIY memberikan bantuan 

sebesar Rp250.000.000,00 kepada KTH Wanawisata 

dan Rp200.000.000,00 kepada KTH Wanatirta 

dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas wisata. 

Bantuan yang diberikan belum berpengaruh secara 

signifikan dikarenakan wisata merupakan salah satu 

sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-

19. 

Akses pengetahuan merupakan upaya yang 

dilakukan pengelola hutan untuk meningkatkan 

kesadaran dan kepedulian warga desa terhadap 

sumber daya hutan (Ramadoan et al., 2013). 

Pengetahuan diterima oleh warga desa dari Balai 

Tahura Bunder dan Gubernur DIY melalui kegiatan 

sosialisasi. Sosialisasi dilakukan tentang perubahan 

fungsi kawasan Hutan Bunder yang sebelumnya 

dikelola oleh KPH Yogyakarta hingga saat ini dikelola 

oleh Balai Tahura Bunder. Warga desa diminta untuk 

tidak melakukan kegiatan penggarapan lahan andil di 

hutan konservasi. Peraturan hukum di bidang 

kehutanan perlu disosialisasikan kepada warga desa, 

sehingga warga desa mengetahui pengelolaan hutan 

secara menyeluruh khususnya hutan yang berada 

disekitar tempat tinggalnya (Damanik et al., 2014). 

Klaim Hak dan Akses Warga Desa di KHDTK 

Wanagama I 

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 

(KHDTK) Wanagama I merupakan kawasan hutan 

yang diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan 

pengembangan kehutanan, dan atau    pendidikan    dan    

pelatihan    kehutanan, serta      religi      dan      budaya.      

PermenLHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 

5/2018 menjelaskan pihak pengelola KHDTK dapat 

melaksanakan kerjasama dengan masyarakat. 

Kerjasama antar pengelola dan masyarakat bertujuan 

untuk mengakomodir kepentingan yang ada terhadap 

sumber daya hutan. Meskipun demikian di KHDTK 

Wanagama I belum ada perjanjian tertulis secara 

formal dan legal antara individu warga desa atau 

kelompok warga desa untuk melakukan kerjasama 

pemanfaatan hutan. Kegiatan warga desa di dalam 

hutan pendidikan didasari oleh himbauan dan 

pembatasan secara lisan dari pengelola Wanagama 

tentang kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

oleh warga desa dalam mengakses hutan Wanagama.  

Warga Desa Banaran menggunakan hak akses 

untuk memasuki kawasan hutan dengan kepentingan 

yang berbeda tiap individu. Mereka tidak mendapat 

pembatasan untuk memasuki kawasan Wanagama. 

Hak akses merupakan pintu masuk bagi warga desa 

untuk menerima manfaat yang lebih besar dari dalam 

kawasan hutan. Warga desa juga merasa bebas untuk 

membudidayakan rumput kolonjono serta memungut 

rencek kayu bakar yang sudah kering dari dalam 

kawasan hutan. Warga desa sangat terbantu dengan 

adanya hutan yang dikelola oleh Wanagama 

khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pakan ternak. 

Pemungutan rumput kolonjono dilakukan setiap hari 

oleh warga desa sehingga mereka tidak perlu 

mengeluarkan biaya untuk membeli pakan ternak. 

Kegiatan pengelolaan yang dilakukan warga desa 

terdiri dari mengelola lahan dibawah tegakan untuk 

tumpang sari, mengelola ternak lebah madu, dan 

wisata di dalam hutan. Tanaman tumpang sari yang 

dibudidayakan antara lain jagung, kacang, ketela, 

jahe, lengkuas, dan kimpul. Penyediaan kawasan 
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hutan untuk tanaman tumpang sari dilakukan sebagai 

wujud komitmen sektor kehutanan dalam menunjang 

ketahanan pangan nasional (Mayrowani & Ashari, 

2016).  

Interaksi warga desa tersebut tidak tertuang 

dalam suatu perjanjian kerjasama tertulis antara warga 

desa dengan pengelola Wanagama. Kondisi ini 

memberikan informasi berupa hak yang dirasakan 

warga desa illegal secara hukum formal tetapi legal 

secara de facto karena diakui dan disepakati oleh 

kedua belah pihak.  Pengelolaan lebah madu di dalam 

kawasan hutan Wanagama merupakan upaya yang 

dilakukan warga desa untuk menerima manfaat hutan 

berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK). Ternak lebah 

madu dilakukan dengan menggantungkan kotak stup 

pada pohon dengan ketinggian 2 – 5 m dari tanah. 

Pengelolaan lebah madu memenuhi kriteria 

pembangunan hutan berkelanjutan dimana manfaat 

yang diterima tidak hanya satu generasi tetapi bisa 

dirasakan generasi selanjutnya (Permadi et al., 2021). 

Pengelolaan wisata di kawasan hutan Wanagama 

dikelola oleh kelompok Tirtagama sebagai mitra dari 

Wanagama. Wisata yang pernah dikelola kelompok 

Tirtagama menyediakan berbagai pilihan seperti 

flying fox, camping ground, highcrop, dan wisata air. 

Pengembangan wisata di dalam kawasan hutan 

dengan melibatkan warga desa menerapkan strategi 

praktik bersama komunitas (community practice) 

sehingga mampu meningkatkan pendapatan warga 

desa yang digunakan untuk melindungi dan 

melestarikan budaya (Resnawaty, 2016; Rusyidi & 

Fedryansyah, 2018). 

Warga Desa Banaran melakukan pembatasan 

pengelolaan sumber daya dengan cara melarang atau 

memperbolehkan orang lain untuk menggarap lahan 

andil yang digarapnya. Peternak lebah membatasi 

orang lain untuk tidak melakukan panen madu illegal 

pada stup yang dimiliki. Pengelolaan wisata hanya 

dilakukan oleh kelompok Tirtagama terdiri dari 12 

pemuda Desa Banaran. Pengalihan lahan garapan 

dengan mewariskan atau meminta ganti biaya 

investasi dilakukan warga desa yang sudah tidak 

mampu untuk menggarap lahan andil. Pengalihan hak 

pakai lahan andil dilakukan dengan cara menjual hak 

pakai lahan andil dan mewariskan hak pakai kepada 

anak atau saudara. Selain itu, lahan andil yang sudah 

tertutup tajuk tanaman kehutanan ditinggalkan oleh 

warga desa karena hasil tumpang sari tidak produktif 

sehingga hak pakai lahan andil dikembalikan kepada 

Wanagama. 

Warga desa meningkatkan manfaat yang 

diterima dari hutan pendidikan melalui akses 

teknologi. Mereka menerima akses teknologi dari 

Wanagama dalam bentuk penyediaan alat penyulingan 

minyak atsiri. Alat penyulingan minyak ini dikelola 

oleh kelompok Mitragama yang bekerja sama dengan 

Wanagama. Selain itu, Wanagama juga memberikan 

peningkatan fasilitas wisata berupa flying fox yang 

dikelola oleh Tirtagama. Akses teknologi diharapkan 

mampu meningkatkan nilai tambah dari sumber daya 

hutan yang dikelola sehingga berdampak pada 

peningkatan perekonomian warga desa.  

Keterbatasan ekonomi yang menjadi 

karakteristik warga desa sekitar hutan berdampak 

pada ketidakmampuan mereka untuk menerima 

manfaat sumber daya secara optimal. Warga desa 

menerima modal dari Wanagama berupa bantuan bibit 

jagung untuk ditanam di lahan andil dengan 

menggunakan pupuk yang berasal dari kotoran ternak 

pesanggem sehingga berdampak pada peningkatan 

kesuburan tanah di Wanagama. Kegiatan ini juga yang 

menjadi salah satu kunci keberhasilan rehabilitasi oleh 

Wanagama dimana melibatkan warga desa dalam 

pembangunan hutan. Pengelolaan wisata di kawasan 

hutan terdapat hambatan berupa rendahnya sumber 

daya keuangan yang dimiliki oleh warga desa 

(Kaharuddin et al., 2020). Warga desa juga menerima 

modal dari BKSDA DIY sebesar Rp489.000.000,00 

diterima oleh Tirtagama dimanfaatkan untuk 

pembangunan aula dan penambahan fasilitas kamar 

mandi di kawasan wisata.  

Pemasaran hasil panen tumpang sari dilakukan 

warga desa secara langsung di pasar ataupun melalui 

distributor. Jagung yang sudah dipipil dijual dengan 

harga Rp3.500,00/kg sedangkan jahe dan lengkuas 

dijual melalui distributor jamu di Desa Banaran 

dengan keuntungan satu kali panen sebesar 

Rp300.000,00. Madu yang dihasilkan dari ternak 

lebah didalam kawasan hutan memiliki harga jual 

Rp460.000,00 untuk botol berukuran 460 ml dan 

harga Rp220.000,00 untuk botol berukuran 250 ml. 

Rata-rata pendapatan warga desa sebagai peternak 

lebah madu di hutan Wanagama sebesar 

Rp14.756.000,00/tahun (Permadi et al., 2021). 

Pemasaran wisata dilakukan kelompok Tirtagama 

melalui media sosial untuk meningkatkan ketertarikan 

masyarakat. Penggunaan media sosial dinilai efektif 

dalam meningkatkan ketertarikan dan pengetahuan 

wisatawan terhadap wisata yang dipasarkan 

(Oktaviani & Fatchiya, 2019). 

Ketidakmampuan warga desa dalam melakukan 

pemanenan pada lahan andil menyebabkan mereka 

menggunakan tenaga upah untuk panen tanaman 

tumpang sari dengan biaya sebesar Rp70.000,00/hari. 
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Selain itu, akses tenaga kerja diterima warga desa 

melalui pelibatan    dalam    kegiatan    rehabilitasi    

hutan Wanagama. Kegiatan yang dilakukan warga 

desa antara lain penanaman, pembersihan rumput, 

pemupukan, dan monitoring pertumbuhan tanaman. 

Pemberdayaan warga desa melalui kegiatan 

pelestarian dan pengelolaan hutan merupakan hal 

mendasar untuk mengembangkan kesadaran warga 

desa pengelola hutan (Tanjung et al., 2017).  

 

 

DISKUSI 

Analisis tingkat hak dan akses yang diklaim 

masyarakat dalam tiga rejim pengelolaan kawasan 

hutan Bunder menunjukkan adanya perbedaan yang 

cukup menonjol. Perbedaan tingkat hak ini 

dilatarbelakangi oleh perbedaan fungsi kawasan hutan 

dan tipe rejim pengelolaanya. Tingkat hak aktual 

warga desa dalam tiga rejim pengelolaan hutan bunder 

disajikan pada Tabel 3. Sedangkan klaim mekanisme 

akses yang diperoleh oleh warga desa dalam ketiga   

rejim   tersebut   dapat   dilihat   di Tabel 4.

Tabel 3. Komparasi klaim hak aktual dalam rejim pengelolaan Kawasan Hutan Bunder 

Klaim hak Deskripsi klaim 
Tingkat klaim hak pada rejim 

KPH Tahura KHDTK 

1. Hak akses Memasuki kawasan hutan 3 1 3 

2. Hak pemungutan Mengambil pakan ternak (rumput dan daun) 2 1 2 

Mengambil kayu bakar 0 1 2 

Jumlah  2 2 4 

3. Hak pengelolaan Mengelola tanaman tumpang sari/rumput/bawah 

tegakan 
2 0 2 

Mengelola ternak lebah madu 0 0 3 

Mengelola penangkaran rusa 0 1 0 

Mengelola wisata 0 3 1 

Jumlah  2 4 6 

4. Hak pembatasan Melarang orang lain mengelola tumpang sari 2 0 1 

Melarang orang lain memanen madu illegal 0 0 1 

Melarang orang lain mengelola penangkaran rusa 0 1 0 

Melarang orang lain mengelola wisata 0 2 1 

Jumlah  2 3 3 

5. Hak pengalihan “Ganti investasi” lahan andil 2 0 1 

Mewariskan lahan andil 2 0 2 

Mengembalikan kepada pemilik lahan tanpa 

kompensasi 
1 3 2 

Jumlah  5 3 5 

Jumlah 1 – 5  14 13 21 

Keterangan: 0 = tidak ada/tidak ditemukan; 1 = Ada, lemah; 2 = Ada, sedang; 3 = Ada, kuat.  

Sumber: Analisis Data Primer

 

Tabel 4. Komparasi klaim mekanisme akses dalam rejim pengelolaan Kawasan Hutan Bunder 

Klaim akses  Deskripsi klaim 
Tingkat klaim akses pada rejim 

KPH Tahura KHDTK 

1.   Akses teknologi Penyediaan alat penyulingan minyak atsiri 0 0 1 

 Penyediaan mesin pemimpil jagung 1 0 0 

 Peningkatan fasilitas wisata 0 1 2 

  Jumlah 1 1 3 

2.   Akses modal Penyediaan bibit tanaman 2 0 1 

Penyediaan pupuk 1 0 0 

  Penyediaan dana 0 2 1 

Jumlah 3 2 2 
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Klaim akses  Deskripsi klaim 
Tingkat klaim akses pada rejim 

KPH Tahura KHDTK 

3.   Akses pasar Penjualan hasil panen di pasar 2 0 1 

Penjualan hasil panen di distributor 1 0 2 

Pemasaran wisata 0 0 1 

Jumlah  3 0 4 

4.   Akses tenaga kerja Menggunakan tenaga upah untuk panen tanaman 

tumpang sari 

2 0 1 

Dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan kawasan  

hutan 

2 0 1 

Jumlah  4 0 2 

5.   Akses pengetahuan Sosialisasi kegiatan menggarap di lahan andil 2 0 1 

Sosialisasi tanaman kehutanan 2 0 1 

Sosialisasi perubahan fungsi kawasan hutan 0 1 0 

Jumlah  4 1 2 

6. Akses identitas sosial Pembagian lahan andil yang lebih luas 1 0 0 

Jumlah 1 – 6 16 4 13 

Keterangan: 0 = tidak ada/tidak ditemukan; 1 = Ada, lemah; 2 = Ada, sedang; 3 = Ada, kuat.  

Sumber: Analisis Data Primer 

 

Sumber daya hutan sebagai common pool 

resources memungkinkan banyak aktor yang terlibat 

dalam kegiatan pengelolaan. Dalam kegiatan 

pengelolaan yang dilakukan, perlu dilakukan 

identifikasi terhadap aktor yang memiliki hak (de jure) 

terhadap sumber daya dan aktor yang secara aktual (de 

facto) memanfaatkan sumber daya tersebut (Irawan et 

al., 2016). Seperangkat hak aktual yang dimiliki 

warga desa terhadap sumber daya hutan dipengaruhi 

oleh rejim pengelolaan kawasan hutan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai agregat hak aktual 

warga desa terhadap hutan pendidikan memiliki nilai 

yang paling tinggi karena hutan pendidikan terdapat 

intervensi berupa interaksi warga desa terhadap 

keberadaan sumber daya hutan disekitarnya. Hal ini 

terlihat dari hasil penelitian adanya kegiatan di hutan 

pendidikan seperti tumpang sari, pemungutan rumput, 

budidaya lebah madu, dan pengelolaan wisata oleh      

warga      sekitar      hutan      pendidikan.  

Menurut penelitian Wicaksono et al. (2020) 

ketergantungan warga desa terhadap hutan pendidikan 

didominasi oleh manfaat barang dan jasa berupa air, 

lahan garapan, dan kayu bakar. Hak aktual paling 

rendah diterima oleh warga desa disekitar hutan 

konservasi dikarenakan penetapan fungsi hutan 

konservasi untuk perlindungan keanekaragaman 

hayati mempengaruhi tindakan yang dapat dilakukan 

oleh warga desa lebih terbatas jika dibandingkan 

warga desa di hutan produksi dan hutan pendidikan. 

Hak aktual yang dimiliki warga desa menunjukkan 

bahwa kegiatan pemanfaatan sumber daya yang 

dilakukan mendapat persetujuan informal dari 

pengelola hutan sehingga tidak terdapat sanksi bagi 

warga desa yang melaksanakan. 

 Upaya peningkatan manfaat terhadap sumber 

daya dilakukan melalui klaim hak aktual dan 

mekanisme akses yang dipersepsikan oleh warga desa. 

Akses paling tinggi diterima oleh warga desa disekitar 

hutan produksi dikarenakan adanya pendampingan 

secara berkala oleh KPH Yogyakarta selaku pengelola 

kawasan hutan kepada warga desa dalam pemanfaatan 

sumber daya. Pendampingan ini memberikan 

pengetahuan tentang budidaya dan penjualan hasil 

tanaman tumpang sari. Selain itu, intensitas 

pendampingan memengaruhi akses modal dan 

teknologi yang diberikan oleh pihak luar untuk 

meningkatkan manfaat sumber daya dari hutan 

produksi. KPH memegang peranan penting sebagai 

pemberi asistensi teknis, fasilitator, dan mitra bagi 

warga desa pengelola hutan di kawasan hutan negara 

(Fitria et al., 2021). 

Penelitian oleh Hardianti et al. (2020) 

menunjukkan akses pengetahuan merupakan faktor 

kunci yang berperan penting dalam pemberdayaan 

warga lokal dalam kegiatan pengelolaan hutan. Warga 

desa di sekitar hutan pendidikan menerima 

pengetahuan yang diberikan oleh Wanagama melalui 

sosialisasi. Sosialisasi memengaruhi perilaku yang 

dilakukan oleh warga desa dalam memanfaatkan 

sumber daya (Setiawan et al., 2018). Pemberian 

sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan 

pemahaman warga desa terkait kegiatan yang boleh 
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dan tidak boleh dilakukan warga desa di hutan 

pendidikan   serta   manfaat   pohon   eucalyptus   dan 

mangium yang digunakan sebagai sumber pakan lebah 

madu. Warga desa di sekitar hutan produksi 

mendapatkan mekanisme akses identitas sosial yang 

membedakan dengan rejim pengelolaan hutan lainnya. 

Warga desa disekitar hutan konservasi menerima 

mekanisme akses paling rendah yang disebabkan oleh 

lemahnya pendampingan yang dilakukan oleh Tahura 

Bunder selaku pengelola akibat terbatasnya tindakan 

yang boleh dilakukan di kawasan hutan ini. 

 Identifikasi dan rekoginisi hak aktual merupakan 

salah satu upaya pemberdayaan warga desa. 

Pemberdayaan dilakukan kepada warga desa sekitar 

hutan yang memiliki keterbatasan lahan dan sumber 

daya sehingga mereka menjadi mandiri dan mampu 

mencukupi ketahanan pangan keluarga (Sofiyulloh et 

al., 2021). Upaya pemberdayaan tidak hanya berhenti 

pada pemberian perizinan pengelolaan sumber daya 

hutan. Tanpa pendampingan yang diberikan oleh 

pengelola hutan maka manfaat yang diterima oleh 

warga desa tidak akan optimal. Pelibatan warga desa 

yang berinteraksi dengan sumber daya hutan tidak 

selalu berkorelasi negatif, seperti pencurian kayu yang 

dilakukan oleh warga desa. Mereka melakukan 

pencurian kayu dikarenakan keterbatasan ekonomi 

dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pelibatan 

dalam pengelolaan hutan memberikan warga desa 

pendapatan sehingga kebutuhan ekonomi dapat 

tercukupi. Selain itu, keberadaan warga desa dalam 

kawasan hutan juga berperan sebagai pencegah 

kebakaran hutan. Hal ini terjadi ketika terdapat titik 

api di dalam kawasan hutan dapat dengan mudah 

diidentifikasi oleh pesanggem sehingga titik api tidak 

meluas dan mencegah kebakaran hutan. Meskipun 

begitu, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan 

yang dilakukan oleh warga desa agar tidak tidak 

terjadi pemungutan hasil yang berlebihan dan tidak 

terkendali.  

Kelemahan utama yang dihadapi oleh warga 

desa dalam kegiatan pengelolaan hutan pada ketiga 

rejim pengelolaan adalah tidak adanya dokumen 

perjanjian kerjasama antara warga desa dan pengelola 

hutan. Hal ini memunculkan kekhawatiran dan 

ketidakpastian usaha bagi pesanggem didalam 

memanfaatkan sumber daya hutan. Ketiga rejim 

pengelolaan hutan tersebut perlu menjalin kerjasama 

tertulis yang disepakati oleh pengelola dan kelompok 

masyarakat setempat untuk dapat memperjelas 

kegiatan yang diizinkan terhadap sumber daya hutan 

sehingga muncul satu pemahaman yang sama antar 

pihak dan meminimalisir kegiatan pengelolaan hutan 

yang tidak diinginkan. Keberadaan kerjasama tertulis 

dan pendampingan oleh pengelola diharapkan mampu 

menciptakan warga desa di sekitar kawasan hutan 

yang lebih berdaya. 

KESIMPULAN 

Perbedaan rejim pengelolaan hutan di Kawasan 

hutan Bunder berpengaruh terhadap klaim hak dan 

akses warga desa pada sumber daya hutan. Klaim hak 

aktual warga desa terdiri dari seperangkat kombinasi 

hak memasuki kawasan hutan, memungut hasil hutan, 

mengelola, membatasi dan mengalihkan aset. Selain 

itu, klaim terhadap mekanisme akses yang diperoleh 

dari pengelola maupun pihak lainnya menunjukkan 

upaya pemberdayaan warga desa untuk meningkatkan 

manfaat sumber daya hutan yang diterima. Klaim hak 

aktual tersebut ditunjukan dengan sejumlah tindakan 

yang biasa dilakukan warga sekitar terhadap sumber 

daya hutan dan kawasannya. Warga desa di sekitar 

hutan KHDTK Wanagama I memiliki klaim aktivitas 

pemanfaatan hutan yang lebih tinggi dibandingkan 

klaim warga desa di sekitar hutan produksi KPH 

Yogyakarta dan Tahura Bunder. Warga desa di sekitar 

KPH Yogyakarta menerima mekanisme akses paling 

tinggi dalam bentuk akses teknologi, modal, pasar, 

tenaga kerja, pengetahuan, dan identitas sosial.  

SARAN  

Pemberdayaan warga desa sekitar hutan perlu 

mempertimbangkan tingkat interaksi dengan lebih 

mempertegas klaim hak dan akses warga desa yang 

dapat meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian 

manfaat dari hutan pada tiga rejim pengelolaan 

tersebut.  Upaya yang dapat dilakukan oleh KPH 

Yogyakarta, Tahura, dan KHDTK Wanagama I yaitu 

memberikan perjanjian kerjasama secara tertulis 

antara pengelola hutan dengan warga desa yang 

menerima manfaat sumber daya hutan. 
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